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KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM HUKUM ISLAM

A. Deskriptif Tindak Pencurian dalam Hukum Islam

Perbedaan pencurian ringan dengan pencurian beaksthabahwa pencurian
ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sgg&muan pemilik dan tanpa
persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian beragapwilan harta tersebut
dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpelalegnya, disamping terdapat
unsur kekerasan. Dengan istilah lain, pencuriamtbi@i disebutjarimah hirobah
(perampokan), ke dalam kelompok pencurian ini, lsepa adalah karena dalam
perampokan terdapat segi persamaan dengan pencwyaddn sekalipun jika
dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itakidikan dengan terang-terangan,
namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa ataugpstkeamanan, perampokan
tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang mencuri dikan hukum potong
tangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'amagal-Maidat (05) ayat 38.
Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan harus roéirsgberapa syarat, yaitu:
barang yang dicuri merupakan barang berharga (yaemmpunyai nilai), tidak ada
keraguan dalam kepemilikan barang tersebut, batemggbut mencapai harga

minimal yang telah ditentukah tidak adasyubhat(keraguan) bahwa barang tersebut

49 Ulama berselisih pendapat tentang nilai barang ysmgurinya berhak mendapat hukuman
potong tangan. Imam Malik mengukur nishab sebesdimi&r atau lebih, sedang imam Abu Hanifah
menyatakan bahwa nishab pencurian itu senilai adi atau 1 dinar
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benar-benar bukan barang milik pencuri, ketika ibarang tersebut harus berada
di tempat yang amarf’

Dalam undang-undang pidana di Mesir sebagaimanangadndang perdata
disesuaikan dengan enam bahasan yang muncul daranah figh: pencuriaml¢
sarigaf), menuduh berbuat nistaal{gadzaf, perampokan gath’ al-tharig,
perzinahandl-zind), minuman kerasl(-khamp dan kemurtadara(-riddat).

Bahkan sebagian ulama mensyaratkan adanya penguolaa¢am pencurian.
Sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa peancitu terjadi bukan karena
terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak umikenakan hukuman potong
tangan. Sebagaimana yang terjadi pada masa ‘Umay g&nolak menerapkan
hukum potong tangan pada pencuri unta, karenaubetengetahui bahwa mereka
mencuri karena terpaksa dan sekedar menutupi Kedutperut merek&! Karena
itu, dalam hukum Islam, sanksi atas pencurian (@ptangan), tidak berlaku bagi
orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mgaekgustru butuh bantuan.

Sebenarnya definisi pencurian yang dikemukakan életul Qodir Audah
tersebut terlampau singkat dan kurang lengkap.ni3efyang lebih lengkap adalah
definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu SyahbBbncurian ringan
menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodidah adalah sebagai
berikut: pencurian ringanAg-sirgatush shughjaadalah mengambil harta milik
orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengam j@a@mbunyi-sembunyi dan

pencurian beratAis-sirgatul kubry pengertian pencurian berat adalah mengambil

%0 Al-‘Asymawi, “Syartat: Kodifikasi Hukum Islathdalam Charles Kurzmaret, al), Islam
Liberal, terj. Bahrul ‘UlOm €t. al), Jakarta: Paramadina, 2001, him. 39

L Al-‘Asymawi, al-Syari’at al-Islamiyyat wa al-Qan(al-Masry, Kairo: Madbuli, 1996,
him.118
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harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Aetgetapa alat bukti dalam tindak

pidana pencurian menurut hukum Islam, yaitu:

a. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi

b.

Pengakuan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syaféin dmam Ahmad
cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain adangy mensyaratkan
dua kali.

Sumpah, di kalangan mazhab Syafi'i ada pendapatg yamenyatakan
bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpahuma@andapat yang lebih
kuat menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak m@dapencurian
hanya saksi dan pengakuan.

Qari’nah, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesgotarsebut
telah mencuri Pengertian dan Dasar Hukum Tinda&rRidPencurian.

Menurut al-Asymawi, ketetapan sanksi hukumdud dalam Islam tersebut,

disyaratkan dengan menyiapkan dan mendidik masgarlebih dahulu agar

menjadi manusia yang terpercaya, adil dan bertalgadidikan itu penting untuk

menjamin agar sanksi-sanksi tersebut tidak ditemaplsecara salah, dengan

kesaksian yang bohong, ataupun sistem peradilam yatorok>?

‘Asymawi menyebutkan bahwa ajaran Islam sebenalelyia dari sekedar

penerapan sanksi-sanksi. Nabi sendiri pernah baasab

@3}:\5&\\;\5&:&\361&35;1@&\‘51;05&\d}:&}i}iw\i&&jﬁ&fiﬂ#i@

(39'5 311 8lgy) GS/_:/»

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru binsh bahwa Rasulullah Saw
bersabda: “Saling bermaaf-maaflah kamu dalam meéman sanksi”.

%2 Al-Asymawi, Syari‘at: Ushul al-Syari'at Kairo: Madbuli, 1983 him.15
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B. Ketentuan Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Besar Dalam Hukum

Islam

Dalam hukum pidana Pencurian besar karena adamghegpatan dalam
pidana pencurian kecil/biasa ini disebut juga peéaoudengan kualifikasi
(gequalificeerde deifstplatau pencurian khusus dengan cara-cara tertéatu a
dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebiht lowa maka dari itu diancam
dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi y&tih dari hukuman
penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan haldiatur didalam buku II
KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimamdulisialam Pasal 363.
Menurut P.A.F. Lamintang, bahwaegualificeerde deifstpladalah pencurian
yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencdridalam bentuknya yang
pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain uns@hingga ancaman
hukuman menjadi berat

Peraturan tentangjshashdiambil dari dalil yang tertera di sumt
Bagarat(2) ayat 178-179, sebagaimana ayat Alquran jugaena@gkan tentang
hukumangishashyang berlaku pada bani Israil yaitu firman Alladdaim Alquran
suratal-Maidat (05) ayat 45. Makgishashberarti membalas perbuatan pelaku
kejahatan yang sengaja sehingga dibalas antaraanglemgan nyawa, atau
bagian tubuh dengan anggota tubuh yang sama, kikgad luka. Yang berhak
menuntut diterapkannygishashadalah korban kejahatan tersebut atau wali al-

amri jika korban meninggal dunia. Sebagaimana hakugishashini bisa tidak

%3 Abdul Qodir Awdah, Al-Tasyri’ Al-Jina’y Al-IslamiBeirut: Muassasash al Risalah, Juz I,
him. 79.
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diberlakukan jika pelaku membaygiyatdan korban atau walinya memaafkan
perbuatan pelaku tersebtit.

Diberlakukannyaliyat pada awal munculnya agama Islam karena kaum
muslimin masih sedikit dan hidup dikelilingi kaunmafk, sehingga menjaga
nyawa seseorang pada masa itu sangat ditekankamk umienciptakan
kebersamaan. Maka pembayadiyatdilakukan sebagai pengganti nyawa
seseorang atau untuk menahan terjadinya pembunsglfaingga yang berkurang
dari jama’ah muslim cuma satu orang, dan pelakjamdiantuk selalu berbuat
kebaikan agar tidak berbuat kejahatan lagi, selainggha’ah tersebut selalu
hidup rukun, damai, dan sejahtera. Namun pada s&anjutnya, terutama pada
masa ini, karena melemahnya keimanan, semakin karmgyang yang
meremehkan nyawa seseorang karena keberadaankbkaigaan, sehingga ia
mudah mengganti nyawa seseorang dengan rela mentdigga Dan
kemungkinan harta tersebut ia dapatkan melalui gargy tidak halal seperti
korupsi dan sebagainya. Yang dengan keberadaan teeseput, ia berusaha
meneror pejabat pemerintahan atau musuhnya dengarbumuh kemudian ia
merayu hakim atau keluarganya untuk meneudigat sehingga ia terbebas dari
jerat hukumamjishash *°Atau karena ketika seseorang membalgatia
terbebas dari hukumagshash maka keluarga korban sengaja

menerimadiyat tersebut demi hawa nafsu mereka.

% Al-‘Asymawi, al-Syar?at al-Islamiyyat wa al-Qantal-Masry, (Kairo: Madbuli, 1996),him.
131

% Al-‘Asymawi, al-Syartat al-Islamiyyat wa al-Qantal-Masry, (Kairo: Madbuli, 1996),him.
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C. Ketentuan Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Kecil Dalam Hukum

Islam

Ketegasan aturan mengenai 'mencuri’ ini menunjuldergakuan Islam
akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur pelghannya secara adil. Di
dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikang yang dicuri secara
individual, tapi juga secara sosial masyarakat ,lussbuah bangsa, atau
kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara verticalconeitu juga termasuk men-
dholimi Allah SWT. Hukuman potong tangan, yang rsgrdipandang sebagai
tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau seldagaiman yang serta
merta dijalankan apa adanya bagi pendukung litgaalpada prakteknya tidaklah
dilakukan tanpa kontef& Para ahli hukum Islam sering mencontoh kisah yang
terjadi dalam masa khalifah kedua Umar bin Khathtpang tidak menghukum
pencuri tapi justru mengancam akan menghukum yaogyidatau tuan sang
pencuri. Misalnya, dikisahkan ketika suatu ketikgjadi paceklik, ada kasus
pencurian yang dilaporkan kepada Umar untuk dihykigtapi Umar menolak
menghukumnya, alasannya karena musim paceklik niurggang itu terpaksa
mencuri karena takut mati kelapatan Sebaliknya Umar malah pernah
mengancam, "Kalau kamu terus menerus melaporkaocupgeimartamu padahal
kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan satgamgp karena kamu yang

menjadi sebab orang ini lapar.

°¢ Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslagnJakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2,2005.him. 82

*’ DR. Adian Husaini, Virus Liberalisme di Perguruainggi, Jakarta: Gema Insani. Him.228
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Pidana penjara dapat diganti dengan penahanan @ddkean. Jika hakim
mempertimbankan tentanng kepribadian dan keadadradpr tingkah laku
sebelum dan sesudah delik dilakukan dan keadaaa wakitu delik dilakukan,
penjatuhan pidana akhir pekan akan memperlihatlkargyiukan yang efektif
terhadap delik itu dan mencegah residivisme. Berbedlnya dengan Pasal
pencurian dalam KUHP Indonesia yang tidak dikem#nga penahanan akhir
pekan yang dapat menkonversi pidana penjara kedpldama akhir pekan,
dalam stelsel pidana pada pasal 362 KUHP Indonega mengenal minimum
umum dan maksimum umum.

Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidpeacurian
menurut hukum positif telah diatur dalam Kitab UngdJndang Hukum
Pidana vyaitu terdapat pada pasal 362-367 KUHP yamegrbunyi:
Pasal 362:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang $lyau atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud undirkiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, gaden
pidana penjara paling lama lima tahun atau dendangpabanyak
enam puluh rupiah®®

Sebagaimana yang telah diatur di dalam kitab Undamdang
Hukum Pidana, maka pengertian tindak pidana pemcuaidalah mengambil
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepurgrang lain dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain itu, setiap sanksi-sanksi yang disebutkdn taemiliki berbagai

persyaratan yang sulit untuk tidak mengatakan rhiilsthwujudkan. Karena

**R. SugandhiKUHP dengan Penjelasany8urabaya: Usaha Nasonal, 1980, him. 376
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sanksi-sanksi tersebut hanya menyangkut sebagidaktikriminal saja, batal
ketika ada kesamaran dan pema’afan, syarat-syaratgg mustahil diwujudkan,
dan juga butuh persiapan masyarakat yang relatiblakhususnya di zaman
sekarang, maka undang-undang kriminal Mesir merggmgsemuanya
merupakan bagian dad’zir saja.>
‘Asymawi menyatakan bahwa untuk menerapkan hukulslam dalam

sebuah kehidupan bernegara, ada satu syarat yamg lBpenuhi, yaitu
masyarakat di negeri itu harus beriman dulu, sea@ngukuman itu bisa
diterapkan bagi yang melakukan sebuah pelangg&abab, di dalam Islam

sendiri syarat itu menjadi syarat utama, sesuajateisabda Nabi s.a.w.:

G I SHY J6 fos £l G oo i 3 O 6 & 0 (o sk T
385 W bz R 55 Gedh 385 O G G)W G (5t 529 S
(§y\d) olgy) Csa
Artinya: “Dari Abu Huraira RA berkata bahwa Rashlldersabda tidaklah
seseorang itu disebut berzina ketika ia berbuat gétingga ia menjadi

mukmin, dan tidaklah seseorang itu disebut mensehingga sudah
beriman dan tidaklah seorang itu minum khamr sejang beriman.”

%9 Al-‘Asymawi, “Syari’at: Kodifikasi Hukum Islam” dam Charles Kurzmaret. al), Islam
Liberalterj. Bahrul ‘UI0m €t. al), (Jakarta: Paramadina, 2001)



